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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance adalah suatu 

manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab denga prinsip 

demokrasi tetapi efektif dab efisien dan sebagai upaya menghindari salah 

alokasi, pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. 

Dalam upaya tersebut suatu konsep dengan mengacu pada proses 

pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara bersama dengan memperhatikan asas ketepatan sasaran, jelas, 

terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna 

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme. 

 

B. Maksud dan Tujuan  

Maksud dan tujuan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kinerja 

Program/Kegiatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban secara 

tertulis kepada atasan (Kepala Dinas Kesehatan) atas pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam tahun 

2021. 

Dalam hal pemerintahan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dan PermenPAN RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian 

Kinerja, Penilaian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah, istilah pelaporannya dari semula Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAPKIN). Regulasi tersebut mewajibkan setiap instansi 

pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan 
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strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban 

dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing masing, 

lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas. Laporan tersebut 

menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 tahun 

2016 tentang “Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah” , Bidang Kesehatan 

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan Perumusan dan Pelaksanaan 

Kebijakan Operasional di bidang Pelayanan Kesehatan Primer, pelayanan 

Kesehatan Tradisional dan Kegawatdaruratan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, 

Peningkatan Jaminan Kesehatan, Mutu dan Akreditasi fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

Atas dasar tersebut di atas, suatu kewajiban menyusun Laporan Kinerja 

untuk disampaikan kepada Atasan Langsung Kepala Dinas Kesehatan dan 

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

 

C. Struktur Organisasi  

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi : 

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;  

2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan  

3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

Yang terdiri :  eselon III ( 1 orang )  dan 2 orang  Eselon IV. Formulir berikut 

adalah evaluasi mandiri kinerja Eselon III dan IV pada Bidang Kesehatan 

Masyarakat.  

 

 

D. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 31 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata 

Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok 
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membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan 

dekonsentrasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan 

Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

1 Penyiapan perumusan kebijakan operasional di Bidang kesehatan 

keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

2 Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan 

keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

3 Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga 

dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 

4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan 

gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan 

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

Prinsip perencanaan dan pengganggaran Bidang Kesehatan Masyarakat tetap 

berpedoman pada RPJMN dan kemudian dituangkan kedalam rencana strategis 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang pada akhirnya akan dijabarkan 

kedalam program dan kegiatan di Rencana Kerja Tahun berjalan. 

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut agar dilakukan secara akuntable 

dan transparansi maka dilakukan kontrak kerja secara berjenjang pada pejabat 

struktural antara eselon IV, eselon III dan Eselon II. 

 

A. Tujuan  

1. Tujuan Umum 
 

Mengetahui pencapaian target kinerja kegiatan dan pelaksanaan program 

Bidang Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus 
 

1) Mengetahui kegiatan-kegiatan yang didanai  melalui dana APBN dan 

hasilnya 

2) Mengetahui pencapaian target Indikator  dan permasalahan kegiatan 

Kesga dan Gizi Masyarakat 

3) Mengetahui pencapaian target Indikator  dan  permasalahan kegiatan 

Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 

4) Mengetahui pencapaian target Indikator  dan  permasalahan kegiatan 

Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 
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B. Sasaran Strategis  

Sasaran stategis bidang Kesehatan Masyarakat adalah  

Sasaran strategis Indikator Kinerja 

Pembinaan Kesehatan 
Keluarga 

1. Jumlah kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan Ibu dan bayi baru lahir 

2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan 

3. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan balita 

4. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja 

5. Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan usia reproduksi 

6. Persentase Kabupaten/kota yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan lanjut usia 

Pembinaan Gizi 

Masyarakat 

1. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan 
Surveilans Gizi 

2. Persentase puskesmas menyelenggarakan tatalaksana 
gizi buruk pada balita 

3. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) 
4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI 

Ekslusif 

Pembinaan Upaya 

Kesehatan Kerja dan 

Olahraga 

1. Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan kesehatan kerja 
2. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan kesehatan 

olahraga 

Penyehatan Lingkungan 1. Persentase Desa/kelurahan Stop Buang air Besar 
Sembarangan (SBS) 

2. Jumlah Kab/kota yng menyelenggarakan Kabupaten/kota 
Sehat (KKS) 

3. Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa 
kualitas air minumnya sesuai standar 

4. Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah 
medis sesuai standar 

5. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang 
memenuhi syarat sesuai standar 

6. Persentase tempan dan fasilitas umum (TFU) yang 
dilakukan pengawasan sesuai standar 

Meningkatnya promosi 
kesehatan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 

1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan 
gerakan masyarakat hidup sehat 

2. Persentase KAbupaten/kota melaksanakan pembinaan 
Posyandu Aktif 

Dukungan Manajemen 
dan Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya pada 
Program Kesehatan 
Masyarakat 

1. Persentase Kinerja RKAKL pada Program Pembinaan 
Kesehatan Masyarakat 
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C. Program dan Kegiatan 

a. Program 

Pada Tahun Anggaran 2021, Bidang Kesehatan Masyarakat 

melaksanakan  Program dan kegiatan yang tertuang DIPA APBN Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dan dilaksanakan oleh pejabat eselon 

IV, yaitu :  

₋ Pembinaan Kesehatan Keluarga  

₋ Pembinaan gizi Masyarakat  

₋ Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga  

₋ Program Penyehatan Lingkungan  

₋ Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat  

₋ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Program 

Kesehatan Masyarakat  

 

b. Kegiatan 

Kegiatan pada APBN yang tertuang pada DIPA 2021 adalah : 

Seksi Kesga : 

- Orientasi audit meternal perinatal surveilans dan respon  

- Evaluasi BMN kesehatan keluarga 

- Pendampingan Kesehatan Keluarga 

Seksi Gizi : 

- Pelaksanaan Surveilans Gizi 

- Pelatihan Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak 

- Pelatihan Pencegahan dan Talaksana Balita Gizi Buruk pada Balita 

Seksi Kesling, Kesehatan Kerja dan Olahraga  

- Pelaksanaan pembinaan sanitasi total berbasis masyarakat di Daerah 

- Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Daerah 

- Kab/Kota yang difasilitasi pengelolaan intervensi Kesling dlam 

- Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kesehatan kerja 

- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kesehatan kerja 

- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penguatan pos UKK 
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- Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan aktifitas fisik anak 

Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat : 

- Koordinasi dan advokasi LP/LS terkait pengembangan kebijakan Germas 

di Tk.Provinsi 

- Koordinasi/Lokakarya Penguatan Pengelolaan Pokjanal Posyandu 

- Penyebarluasan Informasi dalam peningkatan Literasi Pencegahan 

- Penyebarluasan Informasi Kesehatan, Germas, Posyandu, dan Stunting 

- Pembinaan Implementasi Program Prioritas Germas, Posyandu , Stunting 

Dukungan Manajemen 

- Menyusun rencana program Ditjen Kesmas 

- Menyusun rencana kerja dan anggaran Ditjen Kesmas 

- Penyusunan Laporan Kinerja 

 

c. Sumber Daya Manusia 

Kepegawaian Bidang Kesehatan Masyarakat secara keseluruhan 

berjumlah 25 orang dengan rincian sebagai berikut  : 

a. Menurut Jabatan: 

- eselon III  : 1 orang 

- eselon IV  :  2 orang 

- jabfung adminkes  : 6 orang 

- Jafung sanitarian : 1 orang 

- Staf/ jabatan pelaksana  : 8 orang 

- Honorer  daerah  : 3 orang 

- Honorer bidang  : 3 orang  

- Honorer pusat : 1 orang 

 

b. Menurut Golongan: 

- Golongan IV  :  3 orang 

- Golongan III  : 14 orang 

- Golongan II : 1 orang 

- Non golongan  : 7 orang 
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Tabel 2.2 

Keadaan Pegawai Bidang Kesehatan Masyarakat Menurut Pendidikan 

 

No Pendidikan Jumlah 

1 Strata II 6 orang 

 - Magister Kesehatan Masyarakat 4 orang 

 - S2 Gizi 1 orang 

 - Magister Sains Manajemen 1 Orang 

2 Strata I / Diploma IV 12 orang 

 - Kesehatan Masyarakat 3 orang 

 - Keperawatan 2 orang 

 - Teknik Lingkungan 1 orang 

 - Sarjana Sosial 3 Orang 

 - Kebidanan 1 Orang 

 - Komputer 1 Orang 

 - Ekonomi 1 Orang 

3 Diploma III 5 orang 

 - Gizi 3 Orang 

 - Kesehatan Lingkungan 1 Orang 

 - Kebidanan 1 Orang 

4 SLTA 2 Orang 

 Total 25 Orang 

 

D.  Penetapan Kinerja Tahun 2021 

Sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen 

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut: 

 

sasaran Indikator kinerja Target 2021 

1 2 3 

KESGA 1. Jumlah kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
Ibu dan bayi baru lahir 

6 Kab 

 2. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan 
Kesehatan 

70 % 
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 3. Jumlah Kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
balita 

5 Kab 

 4. Jumlah Kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan 
Anak Usia Sekolah dan Remaja 

5 Kab 

 5. Jumlah Kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
usia reproduksi 

6 Kab 

 6. Persentase Kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
lanjut usia 

50 % 

GIZI 7. Persentase Kabupaten/Kota yang 
melaksanakan Surveilans Gizi 

65 % 

 8. Persentase puskesmas menyelenggarakan 
tatalaksana gizi buruk pada balita 

16 % 

 9. Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik 
(KEK) 

14,5 % 

 10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan 
mendapat ASI Ekslusif 

45 % 

Pembinaan Upaya 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga 

11. Jumlah Kab/kota yang menyelenggarakan 
kesehatan kerja 

7 Kab 

 12. Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan 
kesehatan olahraga 

7 kab 

Penyehatan 
Lingkungan 

13. Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang 

Air Besar Sembarangan (SBS) 

33 % 

 14. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 5 Kab 

 15. Persentase sarana air minum yang  

diawasi/ diperiksa kualitas Air minumnya 

sesuai standar   

65 % 

 16. Jumlah Fasyankes yang memiliki 

pengelolaan limbah medis sesuai standar 

22 

 17. Persentase Tempat Pengelolaan Pangan 

(TPP) yang memenuhi syarat sesuai 

standar 

52 % 

 18. Persentase Tempat dan Fasilitas Umum 

(TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai 

standar 

60 % 

Promosi 
Kesehatan dan 
PM 

19. Persentase kab / kota yang menerapkan 
kebijakan GERMAS 

35 % 

 20. Persentase kab/kota yang 
melaksanakan pembinaan posyandu 
aktif 

 

35 % 
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Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya 
pada Program 
Kesehatan 
Masyarakat 

21. Persentase Kinerja RKAKL pada Program 
Pembinaan Kesehatan Masyarakat 

85 % 
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BAB   III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran kinerja dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja 

dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja sebagaimana telah 

ditetapkan dalam penetapan kinerja pada awal tahun anggaran dengan 

realisasi kinerja yang telah dicapai. Laporan kinerja merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang 

diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan 

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis 

terhadap pengukuran kinerja. 

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Bidang Kesehatan Masyarakat 

yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Tengah, terdapat 19 (Sembilan belas) indikator kinerja output yaitu : 

 

Tabel 3.1 

Target dan realisasi kinerja 

sasaran Indikator kinerja Target 2021 Realisasi 2021 

(%) 

Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 

GIZI 1. Persentase 

Kabupaten/Kota yang 

melaksanakan 

surveilans gizi 

70 % 28,6 % 40.85 

 2. Persentase 

Puskesmas mampu 

tatalaksana gizi buruk 

pada balita  

20 % 56,2 % 281 

 3. Persentase bayi usia 

kurang dari 6 bulan 

mendapat ASI Ekslusif 

45 % 52,5 % 116.7 

KESGA 4. Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

ibu dan bayi baru lahir 

6 Kab/Kota 1 16,66 



12 

 

 5. Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

balita 

5 Kab/Kota 6 kab 120 

 6. Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

Anak Usia Sekolah dan 

Remaja  

5 Kab/Kota  3 kab 60 

 7. Jumlah 

Kabupaten/Kota yang 

menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

Usia Reproduksi 

6 Kab/kota  11 kab 183,33 

 8. Persentase 

Kabupaten/Kota Yang 

menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan 

lanjut usia 

50 %  35,71 % 71,42 

Kesehatan 
Lingkungan 

9. Persentase 

Desa/Kelurahan Stop 

Buang Air Besar 

Sembarangan (SBS) 

33 %  29 % 87,87 

 10. Jumlah 

Kabupaten/Kota Sehat 

(KKS) 

5 Kab 1 Kab 20 

 11. Persentase sarana air 

minum yang  diawasi/ 

diperiksa kualitas Air 

minumnya sesuai 

standar 

65 % 74 % 113,84 

 12. Jumlah Fasyankes 

yang memiliki 

pengelolaan limbah 

medis sesuai standar 

22 22 100 

 13. Persentase Tempat 

Pengelolaan Pangan 

(TPP) yang memenuhi 

syarat sesuai standar 

52 %  56,94 % 109,5 

 14. Persentase Tempat 

dan Fasilitas Umum 

(TFU) yang dilakukan 

pengawasan sesuai 

standar 

60 %  67,65 % 112,75 

Pembinaan 
upaya 
Kesjaor  

15. Jml. Kab/kota yang 

menyelenggarakan 

kesehatan kerja 

7 Kab/Kota 3 kabupaten 42,85 
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 16. Jml. Kab/kota yang 

menyelenggarakan 

kesehatan olahraga 

7 Kab/Kota 0 kabupaten 0 

Promosi 

Kesehatan 

dan PM 

17. Persentase kab / kota 

yang menerapkan 

kebijakan GERMAS 

35 %  

50 % 

(13 Kab/Kota) 

 

 142,85 

 18. Persentase kab/kota 

yang melaksanakan 

pembinaan posyandu 

aktif 

35 %  

78,57 % 

(2 Kab/Kota) 

224,48 

Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas 

Teknis 

Lainnya 

pada 

Program 

Kesehatan 

Masyarakat 

19. Persentase Kinerja 

RKAKL pada Program 

Pembinaan Kesehatan 

Masyarakat 

85 % 99,72 % 117,31 

Capaian Kinerja Organisasi : 

(40.85+281+116.7+16,66+120+60+183,33+71,42+87,87+20+113,84+100+109,

5+112,75+42,85+0+142,85+224,48+117,31)/19= 103,23 

1.961,41 

 

B. Analisis capaian kinerja Tahun 2021 

Berdasarkan pengukuran kinerja, dilakukan analisis pada sasaran program, 

sebagai berikut : 

1. Analisis Keberhasilan 

1. Kekuatan  

Adanya regulasi untuk percepatan penanggulangan stunting 

- Komitmen tinggi dalam pencapaian program prioritas nasional 

- Regulasi sudah mendukung program kesehatan masyarakat 

- Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih yang cukup 

- Pemanfaatan informasi dan teknologi meluas 

- Tersedianya NSPK yang mendukung program kesehatan 

masyarakat 
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2. Peluang  

₋ Dukungan lintas sektor/kementerian/lembaga 

₋ Pengelolan anggaran sudah semakin efektif, efisien dan transparan 

₋ Komitmen global bidang kesehatan 

₋ Otonomi daerah 

₋ Kebijakan SPM daerah 

₋ Banyaknya inovasi program kesehatan di daerah 

₋ Adanya tersedia dana untuk kesehatan dari lintas sektor 

 

2. Analisis Kegagalan / Hambatan 

1. Kelemahan  

₋ Distribusi dan kompetensi SDM belum memadai 

₋ Kurang optimalnya waktu dalam penyerapan anggaran 

₋ Keterbatasan sarana dan prasarana 

₋ Kurangnya pelatihan SDM 

₋ Beban kerja yang berlebihan 

₋ Lemah dalam pengertian dan kepatuhan pada standar program 

₋ Pemantauan program belum memadai 

₋ Perencanaan internal program belum optimal 

₋ Rendahnya ketepatan waktu penginputan dan/atau pengiriman 

laporan 

2. Ancaman  

₋ Berlanjutnya masa pandemi covid-19 

₋ Penundaan seluruh kegiatan 

₋ Refocusing dan relokasi anggaran 

₋ Kabupaten / kota yang juga mengejar kegiatan yang tertunda 

menghambat pelaksanaan kegiatan  

₋ Kebijakan kepala daerah yang belum mendukung prioritas nasional 

kesehatan 

 

3. Alternativ Solusi 

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan untuk percepatan 

pencapaian realisasi kegiatan dan keuangan adalah memperkuat 
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koordinasi dan melibatkan kab/kota dalam pelaksanaan kegiatan 

bersumber Dinas Kesehatan Provinsi.  

 

C. Capaian Kinerja Anggaran 

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah telah didukung dengan berbagai 

sumber anggaran. Salah satu sumber dana tahun 2021 adalah berasal dari 

Dekonsentrasi APBN Kementerian Kesehatan. 

Realisasi keuangan merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap 

pencapaian keuangan terhadap pagu dana yang telah ditetapkan di DIPA 

Tahun 2021 dimana dana tersebut dipergunakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

yang telah ditanda tangani. Pengukuran akuntabilitas keuangan (realisasi 

keuangan) masing-masing program dalam mendukung pencapaian kinerja 

tahun 2021 yang termuat dalam Penetapan Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran (DIPA). 

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka 

menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja 

yang ingin dicapai Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Tengah salah satunya di anggarkan melalui Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi melalui satker 04 Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Tengah. 

DIPA satker 04 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 

Anggaran 2021 sebesar Rp.8.137.264.000,-, namun dengan adanya lanjutan 

pandemi Covid-19 mengalami efisiensi yang mengakibatkan refocusing 

anggaran menjadi Rp. 1.887.713.000,-. Dengan pagu baru setelah refocusing 

terrealisasi sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 

1.824.251.550,- atau 98,72 %. 
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Tabel 3.2 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Bidang  Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2021 Bersumber Dana APBN 

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (KESGA) 

Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2021 

No 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target/ 

Realisasi (5) 

Capaian 

Dana 

Fisik 

(%) 

Keuangan 

(%) 

Tersedia 

(Rp) 

Terpakai 

(Rp) 
Sisa (Rp) 

1 Pembinaan 

Kesehatan 

Keluarga 
 Layanan 100 99,78 474.519.000 473.472.350 1.046.650 

Orientasi Audit 

Maternal 

Perinatal 

Surveilans dan 

Respon 

Penurunan 

AKI, AKB dan 

AKBAL   100 35.250.000 35.250.000 0 

 Evaluasi BMN 

Kesehatan 

Keluarga 

  99,99 106.860.000 106.850.000 10.000 

Pendampingan 

Kesehatan 

Keluarga 

Persentase 

cakupan 

kunjungan K4, 

cakupan 

penanganan 

komplikasi dan 

persalinan di 

Faskes 

  99,68 332.409.000 331.372.350 1.036.650 
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Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (GIZI) 

Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2021 

No 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target/ 

Realisasi 

Capaian 

Dana (%) 

Fisik 

(%) 

Keuangan 

(%) 

Tersedia 

(Rp) 

Terpakai 

(Rp) 

Sisa 

(Rp) 

 PEMBINAAN 

GIZI 

MASYARAKA

T 

1. Jumlah   

Kab/Kota 

yang 

melaksanaka

n Surveilans 

Gizi 

2. Puskesmas 

mampu 

Tatalaksana 

Gizi Buruk 

 

 

 

14 

Layanan 

100 94,2 501.087.000 472.314.700 28.772.300 

A Pelaksanaan 

Surveilans Gizi 
 99,5 269.600.000 268.295.800 1.304.200 

B Pelatihan 

Konseling 

Pemberian 

Makan Bayi 

dan Anak 

 95,7 91.990.000 88.032.500 3.957.500 

C Pelatihan 

Pencegahan 

dan 

Talaksana 

Balita Gizi 

Buruk pada 

Balita 

 83,1 139.497.000 115.986.400 23.510.600 
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Seksi Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga 

Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2021 

No 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kinerja 

Satuan 

Target/ 
Realisasi 

Capaian 
Dana 

Fisik 
Keuangan 

(%) 
Tersedia 

(Rp) 
Terpakai 

(Rp) 
Sisa (Rp) 

1. Penyehatan 

Lingkungan 

Persentase 

Desa/Kelurah

an Stop 

Buang Air 

Besar 

Sembarangan 

(SBS) 

 
100 93,32 

106.910.000 99.775.000 
7.135.000 

 Pelaksanaan 

Pembinaan 

Sanitasi Total 

Berbasis 

Masyarakat 

 

 
 100 

450.000 
450.000 0 

 Pelaksanaan 

Kab/Kota Sehat 

di Daerah 

 

 
 100 

35.100.000 
35.100.000 0 

 Kab/Kota yang 

difasilitasi 

Pengelolaan 

Intervensi 

Kesling 

 

 
 90,00 

71.360.000 
64.225.000 7.135.000 

2 Kesehatan 

Kerja dan 

Olahraga 

   97,70 28.350.000 27.700.000 650.000 

 Pelaksanaan 

Sosialisasi dan 

Diseminasi 

Kesehatan 

Kerja 

Jumlah 

Kab/Kota yang 

menyelenggar

akan 

Kesehatan 

Kerja 

 
 94,11 

3.825.000 
3.600.000 225.000 

 Pelaksanaan 

Fasilitasi dan 

Pembinaan 

Penguatan Pos 

UKK 

 
 99,03 

20.700.000 
20.500.000 200.000 

 Pelaksanaan 

Fasilitasi dan 

Pembinaan 

Penguatan 

Aktivitas Fisik 

Anak 

Jumlah 

Kab/Kota yang 

menyelenggar

akan 

Kesehatan 

Olahraga 

 
 94,11 

3.825.000 
3.600.000 225.000 
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Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat 

Tahun Anggaran 2021 (Dana Dekon 2021) APBN 

No 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target/ 
Realisasi 

Capaian 
Dana (%) 

Fisik 

(%) 

Keuangan 

(%) 

Tersedia 

(Rp) 

Terpakai 

(Rp) 

Sisa 

(Rp) 

1 Promosi 

Kesehatan dan 

PM 

Persentase 

kab / kota 

yang 

menerapkan 

kebijakan 

GERMAS 

Layanan 100 95,51 543.385.000 519.007.000 24.378.000 

Koordinasi dan 

advokasi LP/LS 

terkait 

pengembangan 

kebijakan 

Germas di 

Tk.Provinsi 

  100 

19.800.000 

 

19.800.000 

 

0 

 

Koordinasi 

Lokakarya 

Penguatan 

Pengelolaan 

Pokjanal 

Posyandu 

Persentase 

Kab/Kota 

melakukan 

pembinaan 

Posyandu 

aktif 

  100 14.180.000 14.180.000 0 

 Penyebarluasan 

Informasi dalam 

Peningkatan 

Literasi 

Pencegahan 

Persentase 

kab/kota 

yang 

menerapkan 

kebijakan 

GERMAS 

  96,58 

179.455.000 

 

173.325.000 

 

6.130.000 

 

 Penyebarluasan 

informasi 

kesehatan, 

Germas, 

Posyandu, dan 

Stunting 

  94,05 307.000.000 288.752.000 18.248.000 

 

 

 

Pembinaan 
Implementasi 
Program 
Prioritas 
Germas, 
Posyandu, 
Stunting 

Persentase 

kab / kota 

yang 

menerapkan 

kebijakan 

GERMAS 

  100 22.950.000 22.950.000 0 
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DUKUNGAN MANAJEMEN 

Tahun Anggaran 2021 (Dana Dekon 2021) APBN 

No 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target/ 

Realisasi (5) 

Capaian 

Dana 

Fisik 

(%) 

Keuangan 

(%) 

Tersedia 

(Rp) 

Terpakai 

(Rp) 
Sisa (Rp) 

1 Dukungan 

Manajemen 

dan 

Pelaksanaan 

Tugas Teknis 

Lainnya pada 

Program 

Persentase 

Kinerja RKAKL 

lingkup 

Kesehatan 

Masyarakat 

Laporan 100 99,31 175.977.000 174.772.500 1.204.500 

 Menyusun 

Rencana 

Program Ditjen 

Kesmas 

 

  99,18 117.960.000 117.000.000 960.000 

 Menyusun 

Rencana Kerja 

dan Anggaran 

Ditjen Kesmas 

 

  99,70 41.667.000 41.542.500 124.500 

 Penyusunan 

Laporan 

Kinerja 

 

  99,26 16.350.000 16.230.000 120.000 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang strategis karena berperan 

sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong 

terwujudnya good govermance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan 

Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. 

 Kesimpulan berdasarkan hasil realisasi tahun 2021 adalah : 

1. Secara Keseluruhan Kinerja Capaian Anggaran Bidang Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah : 

(1.824.251.550 : 1.887.713.000) x 100 = 99,72 % 

2. Dalam pencapaian kinerja anggaran bidang Kesehatan Masyarakat Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini banyak di pengaruhi oleh faktor luar, 

yaitu berlanjutnya masa pandemi Covid-19, yang berimbas pada seluruh kegiatan, 

sehingga menyebabkan beberapa hal : 

- kegiatan banyak yang mengalami refocusing dan relokasi; 

- kegiatan banyak tunda pelaksanaannya karena bersifat pertemuan dan 

mengumpulkan orang banyak, sehingga kegiatan banyak yang mulai 

dilaksanakan pada triwulan tiga dan  empat  

- kegiatan banyak bersifat pertemuan dan pengumpulan massa, dengan adanya 

pandemi, maka kegiatan dilaksanakan dengan mengurangi peserta pertemuan 

yang berpengaruh pada serapan anggaran; 

- kegiatan yang bersifat orientasi peningkatan kapasitas yang memerlukan waktu 

dalam pengajuan akreditasi kegiatan baru dapat diajukan begitu penundaan 

sudah dibuka kembali, proses pengajuan akreditasi kegiatan yang cukup lama 

membuat kegiatan semakin mundur pelaksanaannya dari jadwal yang 

ditentukan; 

- Ada kegiatan yang sasaran awal berubah karena Daerah sasaran awal juga 

dalam kondisi mengejar kegiatan di waktu yang sama. 

3. Secara Keseluruhan (rata-rata) Kinerja Capaian Bidang Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah adalah : 

(40.85+281+116.7+16,66+120+60+183,33+71,42+87,87+20+113,84+100+109,5+112,75

+42,85+0+142,85+224,48+117,31)/19= 103,23 
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4. Pelaksanaan kegiatan untuk mencapaian target indikator tersebut berada di level 

Puskesmas dan Kabupaten/Kota, sehingga membutuhkan koordinasi dan 

sosialisasi program yang komprehensif, berkesinambungan antara pengelola 

program di pusat dan di daerah serta komitmen yang tinggi dari pengelola program 

serta lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program Kesehatan Masyarakat. 

 

Demikian laporan kinerja ini disusun agar dapat menjadi bahan evaluasi dari 

Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. 

 

Palangka Raya, Desember 2021 

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 

Dinas Kesehatan ProvinsiKalimantan Tengah 

 

 

 

 

dr. Fery Iriawan, MPH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19750120 20005 1 005 


